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MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

(QS. An-Nisa’(4) :29)

Ku Persembahkan untuk :

= Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang
selalu memberikan doa yang tulus demi
masa depanku.

= Adik dan kakaku Tersayang

= Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa
kusebutkan satu persatu, terima kasih atas
dukungannya.

= Sahabat-sahabat tebaikku

=  Almamaterku.



ABSTRAK
KEDUDUKAN GAMBAR UKUR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Oleh

Rio Hendrawan

Untuk mengadakan pembahasan yang sistematis dalam pembuatan skripsi
ini, maka perlu diadakan pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah kedudukan gambar ukur sertipikat hak atas
tanah dalam pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun
1997. Adapun yang menjadi permasalahan adalah : Bagaimana penetapan gambar
ukur sertipikat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 ?. dan Bagaimana kedudukan gambar ukur sertipikat hak atas tanah
dalam pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 2.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum Normatif, yang
bersifat deskriptif atau menggambarkan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa :
Penetapan gambar ukur sertipikat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah menurut
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu : pendaftaran tanah yang dilakukan
terhadap obyek pendaftaran tanah tanah yang belum didafiar, dengan kata lain
pendaftaran tanah tersebut bersifat mumni atau perdana. Pendaftaran tanah untuk
pertama kali dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Mengadakan
Pendaftaran tanah secara sistematik yang meliputi semua objek pendaftaran tanah
yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu kelurahan, yang
lokasinya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
yang pelaksanaannya dilakunan Oleh Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten.
Mengadakan Pendaftaran secara Sporadik yang pendaftaran tanahnya dilakukan
secara individu dengan cara pemohon mendatangi Kantor Pertanahan untuk
mendaftarkan hak atas tanah yang akan di sertipikatkan. Pemeliharaan data
pendaftaran tanah Pemeliharaan data pendafiaran tanah dilakukan apabila terjadi
perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendafiaran tanah yang telah
terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendafiarkan perubahan data
fisik atau data yuridis tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kedudukan
gambar ukur sertipikat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah menurut peraturan
pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu : yang menetapkan batas bidang tanah yang di
sepakati oleh pemegang hak atas tanah yang di setujui oleh pihak yang berbatasan
untuk menghindari terjadinya sengketa batas bidang tanah.

Kata Kuneci : Gambar Ukur, Sertipikat, Hak Atas Tanah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu
karena kehidupan manusia sangatlah membutuhkan tanah dan manusia tidak dapat
dipisahkan dari tanah. Manusia hidup dan bermukim di atas tanah dan
memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan
hidup serba berkecukupan dan damai kalau mereka dapat menggunakan tanah
yang dikuasainya atau dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
manusia akan hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak
dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku
yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan
negara kita yang sebagian besar kehidupan rakyatnya bersifat agraris.

Fungsi tanah sangat penting dan diutamakan sebab mempunyai arti
tersendiri baik secara sempit maupun secara luas, karena semakin bertambah
jumlah manusia setiap harinya, maka banyak orang membutuhkan tanah untuk
kegiatan sehari-hari dan untuk tempat tinggal. Laju pertumbuhan penduduk yang
sangat tinggi di Indonesia menyebabkan tingginya lalulintas peralihan hak atas
tanah. Pemegang hak atas tanah saat ini bukanlah pemegang hak atas tanah yang
pertama, akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat ketika membutuhkan
sebidang (anah untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan kepastian mengenai

siapa schenarnya pemilik sebidang tanah yang sah menurut hukum, maka dart itu



tanah tersebut harus memiliki tanda bukti kepemilikan tanah secara sah, tanda
bukti kepemilikan tersebut beruapa sertipikat hak atas tanah, untuk meperoleh
sertipikat hak atas tanah pemilik tanah harus melakuakan pendaftaran tanah
terlebih dahulu yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan
Pertanahan Nasional.

Pendaflaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Negara/Pemerintah  secara  terus menerus, berkesinambungan dan
teratur,meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya da
Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.'

Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum yang menjamin dan
melindungi hubungan hukum antara orang-orang dengan bidang tanah, juga
menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Dengan begitu pemilik tanah
bisa merasa aman dalam memanfaatkan tanah guna memperoleh hasil yang
optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyebutkan untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendafiaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

"Mhid. Yamin Lubis, dan Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendafiaran Tanah, Mandar Maju,
Bandung, him 4



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat
(2) meliputi :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

3. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, vyang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sampai saat ini masih belum
sesuai seperti yang telah diharapakan oleh pemerintah, dikarenakan
penguasaan tanah di Indonesia sebagian besar masyarakatnya masih belum
mengerti apa gunanya melakukan pendafiaran tanah, yang mengakibatkan
minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah masih sangat rendah, hal ini
berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap tanah
yang semakin hari akan semakin bertambah.”

Sistem informasi pertanahan bertujuan untuk mendukung terciptanya tertib
administrasi pertanahan dengan menyediakan data/informasi pertanahan, baik
tekstual maupun visual, yang akurat sebagai bahan masukan yang harus
dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan pengukuran dan
pemetaan kadastral diarahkan pula untuk menuju terwujudnya suatu sistem
informasi pertanahan nasional yang berbasis bidang-bidang tanah. Secara hukum
pendafiaran tanah telah mempunyai kekuatan bukti hukum, karena batas-batas
bidang telah ditetapkan dan diukur dengan memperhatikan asas konfradiktur
delimitasi. Dengan  demikian sccara  hukum akan  memudahkan  dalam

pengembalian tanda-tanda batas jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

! Departemen Pertahanan, Pendaftaran Tanah Memberikan Kepastian Hukum, www.
Deptan, go. id, diakses 12 Februari 2016,




Pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah yang perlu dilakukan olch
petugas ukur pada saat akan melakukan pengukuran adalah harus memenuhi asas
kontradikiur delimitasi, agar hasil kegiatan pengukuran bidan-bidang tanah dapat
menjamin kepastian hukum, yang mana pada saat pengukuran bidang tanah itu
tidak boleh ada kesalahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (1),
(2) dan (3) meliputi :

1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan
letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan
tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemelibaraannya wajib
dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Gambar Ukur di dalam surat ukur harus benar sesuai dengan keadaan fisik
di lapangan, apabila tidak sesuai dengan keadaan di lapangan berarti
Sertifikat tidak sah. [tulah sebabnya dalam pengukuran sebidang tanah
atau beberapa bidang tanah petugas ukur harus menerapakan asas
kontradiktur delimitasi, artinya petugas ukur akan mengajak pemohon
pemegang hak atas tanah yang akan disertipikatkan dan juga akan
mengundang pemegang hak atas tanah yang berbatasan tersebut, untuk
menyaksikan pengukuran.’

Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah

" Indra Prasetyo, Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran dalam Rungka Pendaftaran Tanah
Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, www. Blog Prasctyo. Co.ad, 12 Februari
2016.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan
pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah
meliputi Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Tanah Wakaf,
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.
“Berdasarkan peta dasar pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang sudah
terdaftar dan telah bersertifikat di seluruh Indonesia dari tabun 1960 sampai
dengan tahun 2005 baru 31% dari 85 juta bidang tanah yang ada di seluruh
Indonesia™.*

Pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan
Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dalam rangka pendaftaran tanah diharapkan
memenuhi asas Kontradiktur Delimitasi supaya tidak terjadi sengketa batas-batas
bidang tanah antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan pihak
yang berbatasan.

Berdasarkan uratan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih
lanjut tentang pendafiaran tanah yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul :
KEDUDUKAN GAMBAR UKUR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

DALAM  PENDAFTARAN TANAH MENURUT  PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997.

“ Mhd. Yamin Lubis, dan Rahim Lubis, Op. Ciz, bl 110
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B. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana penetapan gambar ukur sertipikat hak atas tanah dalam
pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 7.
2. Bagaimana kedudukan gambar ukur sertipikat hak atas tanah dalam

pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 2.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk mengadakan pembahasan yang sistematis dalam pembuatan skripsi
ini, maka perlu diadakan pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah kedudukan gambar ukur sertipikat hak atas
tanah dalam pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun
1997.
Tujuan penelitian ini adalah :
I. Untuk mengetahui penetapan gambar ukur sertipikat hak atas tanah dalam
pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997.
2. Untuk mengetahui kedudukan gambar ukur sertipikat hak atas tanah dalam
pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997.
Hasil penclitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi
bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanahan, sckaligus merupakan
sumbangan pikiran yang dipersembahkan untuk Mahasiswa yang lain dan schagai

pengabdian kepada almamater.
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D. Defenisi Operasional
1. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas
tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau

baddm. hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah
tangankan kepada orang lain atau ahli waris.’

2. Gambar Ukur adalah data fisik yang diperlukan bagi pendafiaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan
letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya dltempatl\an tanda-
tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.®

3. Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah.
Hak pengolahan, tanah wakaf, hak milik atas santunan rumah susun, dan
hak tanggungan yang masing-masig sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan.’

4. Pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-

hak tertentu yang membebaninya.

5. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftarn Hak Atas

Tanah.

* Supriadi, 2008, Hulmm Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

© Abdurrahman, 2004, Ancka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di
Indonesia, Alumni, Bandung, him 29

7 Budi Harsono, 2010, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-eraturan
Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, him 3l



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum Normatif, yang
bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif artinya penelitian hukum yang

menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis menguraikan secara jelas

mengenai  kedudukan gambar ukur sertiptkat hak atas tanah dalam

pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997.

3. Bahan Hukum Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dan data primer
dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder, yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil
penelitian lapangan (field research)

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan penelitian kepustakaan
dengan menelusuri literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta
pendapat para ahli hukum.

Data sekunder ini meliputi sebagai berikut :
1) Bahan hukum primer, yaitu:
a.  Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil Amandemen;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
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¢. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agrana;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran
[Hak Atas Tanah
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer seperti literatur, karya-karya ilmiah,
jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan
yang dibahas.
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk seperti
kamus hukum, ensiklopedi, direktori.
4. Pengumpulan Bahan Hukum
a. Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji
serangkaian dokumen dengan cara membaca, mengutip buku-buku,
menelaah peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen dan
informasi lain yang berhubungan dengan permaslahan yang dibahas.
b. Pengolahan data
Setelah data tersebut terkumpul baik data sekunder melalui kepustakaan
diolah dengan cara :
1) Editing dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa
kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian
2) Coding yaitu mengelompokkan kemudian mengklasilikasikan data

secara sistematika dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu.
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3) Sistematika data yaitu merckonstruksi data berdasarkan rumusan
masalah. agar data yang diperoleh mudah dianalisis, jawaban-jawaban
dan responden diringkas terlebih dahulu dengan cara menggolong-
golongkan kedalam kategori tertentu yang telah ditetapkan.
6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan
melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data secara uraian
secara sistimatis agar diperoleh pemahaman sesuai dengan perumusan yang
telah ditetapkan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis kualitatif’
adalah menginterprestasikan atau mencari makna secara kualitas tentang
tanggapan dan pendapat informan atau komentar ataupun sikap responden
dan selanjutnya di deskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh
berdasarkan metode induktip atau deduktip.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab [, merupakan pendahuluan yang terdini dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional,
Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab I, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
crat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Hak-hak atas tanah, Subjek Hak
Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah, Asas Kontradiktur

Delimitasi, Pengukuran Bidang Tanah



Bab IIl. mecrupakan pembahasan yang berkaitan dengan penetapan
gambar ukur sertiptkat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah menurut
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997dan kedudukan gambar ukur
sertipikat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah menurut peraturan
pemerintah nomor 24 tahun 1997

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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